
 

 

BUPATI INDRAGIRI HULU 

 
 

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU 
 

NOMOR   99  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
NOMOR OBJEK PAJAK  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 
 

BUPATI INDRAGIRI HULU, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu 
diatur tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Nomor Objek Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah   Tingkat II 

Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan 

Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri 
Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang 
Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12); 

 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010   Nomor 18); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah; 

 
   
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Nomor Objek  Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan NOP 
adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), yang bersifat: 
 
a. unik, yaitu setiap objek pajak PBB-P2 diberikan satu NOP dan berbeda dengan 

NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB-P2 lainnya; 
 
b. tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB-P2 tidak berubah 

dalam jangka waktu lama; dan 
 
c. standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara 

nasional. 
 
 

Pasal 2 
 
(1) NOP diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada saat dilakukan pendaftaran 

dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2. 
 
(2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
 
 

Pasal 3 
 
Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut: 
 
a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi; 
 
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota; 
 
c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan; 
 
d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa; 
 
e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok; 
 
f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak; 
 
g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus. 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal 4 
 
Tata Cara Pemberian NOP ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal 5 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan lain mengenai NOP dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal 6 
 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 2013. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 
 
 

                                                          

Ditetapkan di Rengat 

Pada tanggal               2012 

 

BUPATI INDRAGIRI HULU 

 

 

YOPI ARIANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


